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mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.”  

Buya Hamka 

 

 

“Wherever Law ends, Tyranny begins”. 

(Ketika tidak ada lagi hukum, maka dimulailah tirani.) 

JOHN LOCKE, Second Treatise of Government. 

 

 

“The wisdom of a law-maker consisteth not only in a platform of 

justice, but in the application thereof;  taking into consideration by 

what means laws may be made certain.” 

(Kebijaksanaan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari 

landasan keadilan, tetapi juga penerapannya; mempertimbangkan 

dengan cara apa hukum mendapat kepastian.) 

FRANCIS BACON, The Advancement of Learning. 
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ABSTRAK 

Ibelashri Justiceka Atasi. NMP. 18.81.0165. 2021. Tinjauan Hukum Terhadap 

Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu. Skripsi. 

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Ibu Dr. Nurul 

Listiyani, SH, MH, Pembimbing II Bapak Rakhmad Nopliardy, SH, MH. 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan 

hukum terhadap keselamatan kerja bagi para pekerja Perjanjian Kontrak Waktu 

Tertentu sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

yang ditinjau secara normatif oleh penulis. 

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, 

mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja Perjanjian Kontrak Waktu 

Tertentu yang dahulu diatur dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 

KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketetuan Pelakanaan Perjajian Waktu Tetentu, 

pekerja dengan Pejanjian Kontrak Waktu Tertentu telah diperbarui menjadi diatur 

pada Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bab IV Tentang 

Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang 

Perjanjian Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Penutusan Hubungan Kerja. Kedua, pada faktanya peraturan Undang-undang 

nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bab IV Tentang Ketenagakerjaan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, 

Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Penutusan Hubungan Kerja 

memiliki kekaburan hukum dalam penerapan peraturan terkait BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan selaku hak Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang bekerja di 

sebuah perusahaan yang termuat dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja bab IV Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja 

dan Waktu Istirahat, dan Penutusan Hubungan Kerja. Ketiga, sehubungan dengan 

dengan hal tersebut, penulis akan membandingkan beberapa undang-undang 

maupun peraturan yang berhubungan dengan hal tersebut agar tercipta 
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keharmonisan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan Pekerja 

Kontrak Waktu Tertentu tersebut. 

Kata Kunci : Pekerja Kontrak Waktu Tertentu, Kekaburan Hukum, Perlindungan 

Keselamatan Kerja. 
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ABSTRACT 

 

Ibelashri Justiceka Atasi. NMP. 18.81.0165. 2021. Legal Review of Occupational 

Safety Protection for Certain Time Contract Workers. Thesis. Faculty of Law, 

Islamic University of Kalimantan. Advisor I Mrs. Dr. Nurul Listiyani, SH, MH, 

Advisor II Mr. Rakhmad Nopliardy, SH, MH. 

 

 The purpose of this thesis research is to find out the legal protection of 

work safety for the workers of the Specific Time Contract Agreement in accordance 

with Law number 11 of 2020 concerning Job Creation which is normatively 

reviewed by the author. 

 

 According to the results of this thesis research, it is shown that: First, 

regarding the legal protection of workers in the Specific Time Contract Agreement 

which was previously regulated by Law no. 13 of 2003 concerning Manpower and 

Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of 

Indonesia Number KEP.100/MEN/VI/2004 concerning Provisions for the 

Implementation of Certain Time Agreements, workers with Specific Time Contract 

Agreements have been updated to be regulated in Law number 11 of 2020 

concerning Copyright Work Chapter IV concerning Manpower and Government 

Regulation Number 35 of 2021 concerning Certain Time Agreements, Outsourcing, 

Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations. Second, 

in fact the regulation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Chapter 

IV concerning Manpower and Government Regulation Number 35 of 2021 

concerning Certain Time Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, 

and Termination of Employment Relations has legal ambiguity in the application 

of regulations. related to BPJS Health and BPJS Employment as the rights of 

Specified Time Contract Workers who work in a company as contained in Law 

number 11 of 2020 concerning Job Creation chapter IV concerning Manpower and 

Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time 

Agreements, Outsourcing, Time Work and Rest Time, and Termination of 
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Employment. Third, in connection with this, the author will compare several laws 

and regulations related to this matter in order to create mutually beneficial harmony 

between the company and the specified time contract workers. 

 

Keywords: Contract Worker for Certain Time, Legal Fuzziness, Work Safety 

Protection. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam skrispi ini penulis membahas permasalahan berkaitan dengan 

Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang dipekerjakan dalam sebuah perusahaan, 

baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta ataupun status pekerja 

tersebut Warga Negara Asing ataupun Warga Negara Indonesia dengan jangka 

waktu tertentu dan telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun tetapi masih di 

pergunakan dan menjadi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Harian sesuai yang 

tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 10 ayat (1) s.d ayat (4). Adapun Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu yang pengertianya di muat dalam Bab I Ketentuan 

Umum Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja Pasal 1 Ayat (10) Yang berbunyi “Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam 

waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu”. Peraturan terkait dengan Pekerja 

Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu tersebut dahulu di atur di dalam Undang-

undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang 

Ketetuan Pelaksanaan Perjajian Waktu Tetentu dan sekarang pada tahun 2020 

di kaji ulang oleh pemerintah sehingga isi di dalamnya ada yang di ubah, di 

hapus, atau ditetapkan pengaturan baru terkait beberapa ketentuan yang diatur 

pada UU sebelumnya dan kini termuat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja yang pada Bab IV berisi tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja yang menjadi payung hukum terhadap pengaturan Pekerja 
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Kontrak Waktu Tertentu yang bekerja di perusahaan negeri maupun swasta 

secara lebih rinci.  

Ditinjau dari Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Bab IV bagian kedua Pasal 81 point nomor 12 ayat (2) dijelaskan bahwa 

perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu dan 

selesainya suatu pekerjaan. Adapun jangka waktu atau selesainya suatu 

pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan 

berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang pengertiannya sesuai yang 

termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, 

dan Pemutusan Hubungan Kerja memiliki arti perjanjian antara Pekerja/Buruh 

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, 

dan kewajiban para pihak. Dalam hal tersebut, perjanjian kerja di buat secara 

tertulis atau lisan dan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.1 Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja Kontrak Waktu 

Tertentu sendiri memiliki jangka waktu tertentu yang di jabarkan pada: 

Bagian Kedua Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 4 

Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyatakan bahwa: 

(1) PKWT didasarkan atas: 

a. Jangka waktu; atau 

b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. 

(2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 

Dan, 

Bagian Kedua Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 5 

Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyatakan bahwa: 

                                                           
1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu  

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Hal 5. 
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(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu: 

a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak tertalu lama; 

b. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

c. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, 

atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 

penjajakan. 

(2) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu 

yaitu: 

a. Pekerjaan yang sekali selesai; atau 

b. Pekerjaan yang sementara sifatnya. 

(3) Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya 

yang jenis dan sifat atau kegiatanya bersifat tidak tetap.  

Pada pasal 6 dijelaskan bahwa pekerjaan yang diperkirakan 

penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.  

Adapun Pekerja Kontrak Waktu Tertentu ini terdiri atas 2 jenis, yakni 

Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Warga Negara Asing atau yang biasa disebut 

Tenaga Kerja Asing dan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Warga Negara 

Indonesia. Adapun pengertian Tenaga kerja di muat dalam Bab I Ketentuan 

Umum Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang berbunyi ”Tenaga Kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Selain tenaga 

kerja, dalam Undang-undang Ketenagakerjaan juga dikenal dengan istilah 

pekerja/buruh yang pengertiannya dimuat pada pasal (3) yang berbunyi 

“Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 
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atau imbalan dalam bentuk lain”. Dalam istilah tersebut termuat jenis status 

social pekerjanya yakni berstatus warga negara asing ataupun warga negara 

Indonesia, adapun yang disebut Tenaga Kerja Asing adalah warga negara 

asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia yang 

termuat dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13).  

        Peraturan mengenai Tenaga kerja asing maupun Tenaga kerja 

Indonesia atau yang biasa hanya disebut Tenaga Kerja/Pekerja/Buruh di atur 

dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV 

tentang Ketenagakerjaan yang akan dibahas secara rinci oleh penulis pada bab 

pembahasan. Adapun hal-hal yang akan di bahas adalah berkaitan dengan 

pendaftarannya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang 

menjadi hal pekerja asing maupun pekerja Indonesia selama bekerja di sebuah 

perusahaan. Selain itu, kewajiban apa saja yang harus mereka penuhi sebelum 

bekerja di wilayah Indonesia sehingga ketika pekerja tersebut bekerja, tidak 

terjadi kecurangan atau ketidak nyamanan antara pihak pihak yang 

bersangkutan Ketika ada sengketa atau kecelakaan kerja selama kontrak 

mereka berlangsung sebagai Perjanjian Kerja Harian. 

Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 

2018 tentang jaminan Kesehatan dijelaskan bahwa pembayaran Jaminan 

Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan di dasarkan pada Upah Per bulan, 

dimana pekerja yang bekerja dan membayar besaran Jaminan Sosial 

Kesehatan dan Ketenagakerjaan di potong dari upah mereka per bulan. Dalam 

kata lain, Ketika pekerja tersebut berstatus Perjanjian Kerja Harian, terdapat 

kekaburan hukum antara tata cara pembayaran iuran wajib terhadap BPJS 

Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan dikarenakan pada Undang-undang 

nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa Pekerja Kontrak Waktu Tertentu tidak 

dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, yang berarti masa kerja 
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jeda mereka yang maksimal selama 21 (dua puluh satu) hari sebagai 

Perjanjian Kerja Harian tetap di hitung sebagai masa kerja komulatif dengan 

masa kerja sebelumnya yang sudah 5 (lima) tahun.  

Hal tersebut masih menjadi salah satu faktor kekaburan hukum, 

dimana peraturan terkait ketenagakerjaan sepatutnya saling 

berkesinambungan dengan peraturan jaminan sosial Kesehatan dan 

Ketenagakerjaan, dikarenakan Ketika adanya kewajiban pekerjaan seorang 

pekerja atau buruh di perusahaan tidak akan pernah lepas dengan hak yang 

melekat padanya yakni hak untuk mendapatkan jaminan terhadap 

perlindungan keselamatan kerja bagi si pekerja tersebut, khususnya dalam hal 

ini pekerja yang berstatus Pekerja Kontrak Waktu Tertentu. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah 

memberikan jaminan perlindungan keselamatan kerja bagi Pekerja 

Kontrak Waktu Tertentu? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan keselamatan kerja yang mampu 

memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Kontrak Waktu 

Tertentu? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian Skrisi dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap 

Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu adalah 

untuk: 

1. Untuk mengetahui status jaminan perlindungan keselamatan kerja bagi 

Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Undang-undang nomor 11 

tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
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2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk konsep perlindungan hukum 

terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang berkaitan dengan 

keselamatan kerja Pekerja Kontrak Waktu Tertentu. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Secara garis besar manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan ketenagakerjaan 

yakni Pekerja Kontrak Waktu Tertentu baik perusahaan BUMN, 

Pemerintahan, maupun swasta karena sesuai dengan Undang-undang No. 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada Bab IV berisi tentang 

Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta beberapa pasal yang masih 

berlaku pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Pekerja Kontrak Waktu. Selain itu juga undang-undang nomor 

24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial dan peraturan 

presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pekerja diharapkan pekerja dapat mengerti dan memahami apa yang 

menjadi payung hukum dalam bekerja di perusahaan, entah pekerja 

tersebut merupakan Pekerja Asing maupun Pekerja asli Indonesia yang 

bekerja di perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bada Usaha 

Milik Asing (BUMA), Perusahaan Pemerintah lainnnya serta perusahaan 

swasta yang ada di Indonesia. 
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b. Bagi perusahaan pemerintah, maupun swasta diharapkan perusahaan dapat 

memperhatikan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-undang terkait 

Jaminan Sosial, ataupun Undang-undang Kesehatan yang menjadi 

landasan hukum lain yang dapat menjadi alternatif dalam pemenuhan 

seluruh hak dan kewajiban dari Pekerja Kontrak Waktu Tentu yang bekerja 

pada perusahaan mereka dan hasil dari bentuk pengabdian mereka bekerja 

selama bertahun-tahun yang perlu di apresiasi dengan berdasar pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. 

 

E. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi2. Apabila 

dilihat dari jenisnya, istilah lain dari penelitian normatif adalah Penelitian 

Doktrinal yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto3, penelitian doktrinal 

adalah penelitian hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar 

doktrin yang dianut oleh sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. 

Adapun penelitian hukum doktrinal ini bekerja untuk menemukan jawaban-

jawaban yang benar dalam pembuktian kebenaran yang dicari atau dari 

preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang atau kitab-kitab 

agama atau doktrin yang mendasarinya. Penelitian hukum yang memfokuskan 

kajian terhadap status Perlindungan hukum Pekerja Kontrak Waktu Tertentu 

berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni Undang-

undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-undang nomor 

24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan 

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan serta Peraturan 

                                                           
2 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group  

2005. Hal. 35. 
3 Soetandyo Wignyosoebroto.t.t., Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya  

Sebagai Realitas Sosial. Artikel. Diakses tanggal 11 Mei 2021 
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Pemerintah nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 

Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan 

Kerja. 

b. Pendekatan Penelitian 

Menurut Peter Mahmud Marzuki4 pendekatan-pendekatan yang 

dilakukan antara lain Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), 

Pendekatan Kasus (Case ApproachI), Pendekatan Historis (historical 

approach), dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Namun 

dalam skripsi ini penulis hanya menggunakan pendekatan penelitian berbasis 

Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual 

Approach), Pendekatan Filsafat (Philosophy Approach), dan Pendekatan 

Historis (historical approach).  

 Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) digunakan karena 

permasalahan berangkat dari perundang-undangan, yakni adanya 

pembaharuan peraturan tentang ketenagakerjaan yang dahulu hanya di atur 

pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerja 

Kontrak Waktu kini beberapa pasal yang termuat di dalamnya telah diperbarui 

menjadi tercantum dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta 

kerja dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja 

waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan 

hubungan kerja. Dalam undang-undang tersebut ada perbedaan kebijakan 

jangka waktu dalam penerapan kontrak Kerjasama antara perusahaan dengan 

PKWT serta kelanjutan dari status Perlindungan Keselamatan Kerja bagi si 

pegawai PKWT tersebut. Adapun rincinya akan di bahas dalam skripsi ini. 

  Pendekatan Konseptual (conceptual approach) yang ada di dalam 

kasus skripsi ini memiliki pendekatan yang beranjak dari pandangan-

                                                           
4 Op. Cit. Hal.94. 
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pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap 

pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi 

pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu 

hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan 

memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas 

hukum yang relevan dengan permasalahan. Adapun konsep yang perlu sama-

sama dipahami adalah subyek hukum dalam hal ini adalah Undang-undang 

positif dan Obyeknya adalah penerapan undang-undang tersebut di 

perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. 

Pendekatan Filsafat (Philosophy Approach) digunakan terkait dengan 

obyek penelitian yang menitikberatkan pada norma hukum perundang-

undangan. Dimana setiap kebijakan atau peraturan perussahaan berdasarkan 

pada Undang-undang dan peraturan presiden yang berlaku yang berkaitan 

khususnya tentang ketenagakerjaan, jaminan social, dan jaminana Kesehatan. 

  Pendekatan Historis (historical approach) adalah Pendekatan yang 

dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu 

ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang 

melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan 

menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum 

yang dihadapi. Aturan yang di gunakan terkait ketenagakerjaan masih 

berkiblat pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Pekerja Kontrak Waktu hingga tahun 2020, namun semakin 

tahun pemerintah membuat perancangan dan mengesahkan undang-undang 

baru sebagai dasar dalam kebijakan hukum pada Pekerja Kontrak Waktu 

Tertentu yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 

pada Bab IV berisi tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, 
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Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Meskipun 

untuk peraturan berkaitan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan masih menggunakan Undang-undang nomor 24 Tahun 2021 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 

82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Faktanya yang di temui Ketika undang-undang tersebut sudah di 

terbitkan, dalam undang-undang baru yang diterbitkan pemerintah maupun 

undang-undang lama yang pasal-pasalnya masih ada yang berlaku sama-

sama masih terdapat kekaburan hukum berkaitan dengan cara pengcoveran 

pembayaran wajib BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap 

Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia Ketika masa peralihan dari 

Pekerja Kontrak Waktu Tertentu menjadi Pekerja Harian Lepas Ketika masa 

kontrak sudah melebihi jangka waktu yang di tetapkan oleh undang-undang. 

c. Sumber Bahan Hukum 

Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat normatif dalam mengkaji 

Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Tentang 

Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat, 

dan pemutusan hubungan kerja, Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden nomor 

82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka jenis bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bahan Hukum Primer 

Yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki 

otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, atau 

putusan pengadilan. Adapun bahan hukum tersebut adalah beberapa pasal 

yang masih berlaku hingga oktober 2020 adalah Undang-undang nomor 

13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga 
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Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 

KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerja Kontrak 

Waktu dan belum di rubah, di hapuskan dalam peraturan terbaru yakni 

Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV 

Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan 

Waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, Undang-undang nomor 

24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dan 

peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi bersifat autoritatif. Dalam hal ini 

penulis menelisik dari jurnal-jurnal terdahulu yang pernah membahas dan 

mengkaji terkait Pekerja Kontrak Waktu Tertentu serta buku-buku dari 

beberapa penulis yang berkait tentang Penelitian Hukum Normatif dan 

Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kasus yang mungkin terjadi di 

perusahaan swasta maupun pemerintah. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Adapun bahan hukum Tersier sebagai penunjang dari penulisan 

skripsi ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

maupun ensiklopedi. Adapun bahan baku tersier berupa kamus maupun 

ensiklopedi hukum yang membantu penulis untuk menemukan makna 

dari kata-kata hukum tertantu dalam skripsi ini. 

    Hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang 

ditetapkan oleh pemerintah.5 Keseluruhan bahan baku hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini, peneliti cantumkan dalam daftar pustaka. 

                                                           
5 L.J. Van Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, h.3 
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d. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data 

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik 

karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, 

sekunder dan tersier yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Langkah 

pertama, mengumpulkan bahan hukum primer (seperti yang peneliti uraikan 

pada jenis bahan hukum) dan bahan hukum sekunder yang isinya relevan 

dengan isu hukum terkait Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang terjadi di 

Indonesia. Adapun bahan hukum Tersier sebagai penunjang pengerjaan skripsi 

ini juga di ambil dari ensiklopedia atau kamus hukum yang sesuai dan 

berhubungan dengan masalah kasus yang di bahas dalam skripsi ini. Setelah 

bahan hukum di inventarisasi dan diklasifikasi, langkah kedua, adalah 

melakukan sistematisasi dan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan 

kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif berdasar pada penalaran 

hukum (legal reasoning) dan argumentasi hukum (legal argumentation) secara 

runtut6 yang mungkin terjadi atau diterapkan pada perusahaan asing maupun 

perusahaan swasta. 

 

e. Analisis Bahan Hukum 

Analisis Bahan Hukum adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan bahan hukum kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi 

dalam analisis bahann hukum bertujuan untuk mengorganisasikan bahan-

bahan hukum yang telah diperoleh. Setelah bahan hukum berupa peraturan 

perundang-undnagan dan peraturan pemerintah tekumpul dengan metode 

pengumpulan bahan hukum yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan 

mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan menggunakan 

cara berfikir “Order of logic”, yang mengembangkan pola pikir berdasarkan 

                                                           
6 Phillipus M. Hadjon.1999. Menulis Laporan Penelitian Hukum. Unair. Hal 2. 
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gambar berikut, dimana satu lapisan dengan lapisan lainnya saling merefleksi, 

tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan (integral atau holistik), di mana 

analisis permasalahan akan bergerak dari analisis yang paling mendasar dan 

hakiki kepada analisis yang bersifat materiil.7 

 

 

 

 

Gambar 1 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2 

Bahan hukum yang terkumpul dilakukan pemilihan berdasarkan tiga 

lapisan ilmu hukum, yaitu lapisan dogmatik hukum, lapisan teori hukum, dan 

lapisan filsafat hukum yang di gambarkan pada Gambar 1. Gambar tersebut 

dapat dijelaskan bahwa lingkaran paling luar adalah lapisan terluar dari hukum, 

yaitu dogmatik hukum yangdibentuk secara sadar oleh pihak yang berwenang 

untuk membentuk aturan tersebut. Lapisan kedua adalah teori hukum yang 

berisi teori-teori, asas-asa, dan doktrin-doktrin hukum8. Lapisan ketiga, adalah 

                                                           
7 Anton F. Susanto. Hukum dari Cosilence Menuju Pargadigma Hukum Konstruksi  

Transgresif. Bandung: Refika Aditama. 2007 hal 63. 
8 Teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai pisau analisisi dalam  

menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini. 

Teori Hukum 

Filsafat Hukum 

Dogmatik Hukum 

Teori Hukum 

Filsafat Hukum 

Dogmatik Hukum 
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filsafat hukum, merupakan lapisan inti dan terdalam dari ilmu hukum yang 

berisi ajaran-ajaran tentang nilai-nilai dasar dari hukum yang menjadi tujuan 

hukum. Filsafat hukum dalam “Spiritual Hukum” adalah medan magnet untuk 

menarik dogmatik hukum dan teori hukum dalam praktek hukum, dalam 

proposal skripsi ini kasus yang terjadi pada Pekerja Kontrak Kontrak Waktu 

Tertentu agar mendapatkan perlindungan keselamatan kerja berupa BPJS 

Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan ketika mereka bekerja, baik sebagai 

Pekerja Kontrak Waktu Tertentu maupun Pekerja Kerja Harian. 

    Selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dalam bentuk 

argumentasi yang merupakan jawaban dari hasil analisis Peraturan perundang-

undangan yang berlaku saat terjadi kasus tersebut dengan undang-undang yang 

berlaku saat ini dan hasil dari kebijakan perusahaan yang menjadi acuan hak 

dan kewajiban pekerja tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Penelitian Terdahulu 

   Berdasarkan penelusuran referensi dari hasil kajian dan studi 

sebelumnya memperlihatkan adanya perhatian yang sama terhadap studi 

dalam penelitian skripsi ini, yakni terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu. 

Namun hasil studi dan kajian yang telah ada memiliki perbedaan yang 

mendasar dengan penelitian ini, baik dalam tataran teoritik maupun pada 

tataran praktis. Focus masalah yang menjadi perhatian dari kajian-kajian 

sebelumnya lebih mengarah terhadap Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu dalam Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha9, 

Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia secara 

umum10, dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Garmen11 yang masih berkiblat pada 

peraturan lama yakni undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Adapun jurnal terbaru berkaitan dengan Pekerja Kontrak 

Waktu Tertentu masih belum ada di tinjau, sehingga penulis tidak dapat 

melakukan perbandingan pembahasan maupun pandangan hukum 

berdasarkan jurnal yang ada dengan acuan Undang-undang nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja bab IV tentang Ketenagakerjaan dan undang-

undang serta Peraturan Presiden lain yang mnejadi dasar hukum pembahasan 

skripsi ini oleh penulis. Sedangkan di karenakan hal tersebut sngan penting 

untuk pembuktian orisinalitas maka perlu diungkap penelitian - penelitian 

sejenis yang dilakukan yang berfungsi untuk memastikan orisinalitas 

                                                           
9 Mangaraja Manurung, SH, MH.2017 “Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  

Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha” Jurnal Pionir LPPM Universitas 
Asahan Vol 2 No.03 Juli-Desember 2017. Kisaran. 

10 Fitrhriatus Shalihah.2016. ”Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)  
Dalam Hubungan Kerja di Indonesia” Jurnal Selat. Universitas Islam Riau. 

11 Ita Rosita dan T.N. Syamsah.2016 “Perlundungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja  
Dalam PErjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada perusahaan Garmen” Jurnal Living Law, Vol.8, 
No.02, 2016 hlm.115-127. Universitas Djuanda, Bogor. 
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penelitian ini. Untuk itu akan saya sampaikan penelitian terdahulu dalam 

tabel berikut ini: 

 

 

NO 

     PENELITIAN TERDAHULU  

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

Penulis 

Nama Penulis 

(Tahun) 

 

Judul 

Penelitian 

 

 

Isi Penelitian 

1 Mangaraja 

Manurung, SH. 

MH 

(2017) 

Pengaturan 

Perjanjian 

Kerja Waktu 

Tertentu dalam 

Hubungan 

Kerja antara 

Pekerja/Buruh 

dengan 

Pengusaha 

Membahas 

perihal jangka 

waktu bekerja 

Pekerja Kontrak 

Waktu Tertentu 

secara umum 

yang di teliti 

dari Undang-

undang Nomor 

11 Tahun 2003 

Tentang 

Ketenagakerjan 

dan Keputusan 

Menteri Tenaga 

Kerja RI 

Nomor: 

KEP.100/MEN/

2004 tentang 

Ketentuan 

Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu 

secara umum. 

Membahas 

terkait jangka 

waktu bekerja 

Pekerja 

Kontrak 

Waktu 

Tertentu yang 

terjadi di PT. 

Angkasa Pura 

I (Persero) 

Proyek 

Pengembanga

n Bandara 

Syamsudin 

Noor 

Banjarmasin 

sesuai 

undang-

undang nomor 

11 tahun 2020 

tentang cipta 

kerja 
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2 Fithriatus 

Shalihah 

(2016) 

Impelentasi 

Perjanjian 

Kerja Waktu 

Tertentu 

(PKWT) 

dalam 

Hukungan 

Kerja di 

Indonesia 

Membahas 

gambaran 

umum terkait 

masa kerja yang 

di 

implemntasikan 

ke kebijakan 

pengangkatan 

Pekerja Kontrak 

Waktu Tertentu 

menjadi Pekerja 

Kontrak Waktu 

Tidak Tentu 

atau Pegawai 

Tetap dalam 

Perusahaan 

yang 

memperkerjaka

n PKWT Lebih 

dari 3 Tahun 

Membahas 

terkait status 

hukum 

PKWT yang 

bekerja lebih 

dari 3 tahun 

hingga 5 

tahun di PT. 

Angkasa Pura 

I (Persero) 

Proyek 

Pengembanga

n Bandara 

Syamsudin 

Noor 

Banjarmasin 

yang Ketika 

management 

melakukan 

PHK 

dikarenakan 

sudah tidak 

membutuhkan

nya lagi atau 

habis masa 

kerja sesuai 

yang tertera di 

kontrak 

perusahaan 

wajib 
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memberikan 

uang 

kompensasi 

kepada 

pegawai 

sesuai masa 

kerja di 

PPBDJ 

3 Ita Rosita dan 

T.N.Syamsah 

(2016) 

Perlindungan 

Hukum 

Terhadap 

Tenaga Kerja 

Dalam 

Perjanjian 

Kerja Waktu 

Tertentu Pada 

Perusahaan 

Garmen 

Perlindungan 

hukum terhadap 

tenaga kerja 

dalam 

pelaksanaan 

Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu 

pada sebuah 

perusahaan 

garmen di 

sukabumi agar 

dapat 

ditetapkan 

menjadi 

Pegawai Tetap 

sesuai dengan 

prestasi, 

kedisplinan, 

dan mampu 

bekerja dengan 

sesama pada 

PT. X di 

sukabumi. 

Membahas 

payung 

hukum hak-

hak atas 

Pekerja 

Kontrak 

Waktu 

Tertentu yang 

ada di PT. 

Angkasa Pura 

I (Persero) 

Proyek 

Pengembanga

n Bandara 

Syamsudin 

Noor dan 

habis masa 

kerja, 

bagaimana 

bentuk 

apresisasi dari 

management 

terhadap 
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pengabdian, 

kerja keras 

mereka 

selama ini. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka belum ada 

penelitian yang membahas khusus mengenai “Tinjauan Hukum Terhadap 

Perlindungan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu” 

yang membahas dari Undang-undang positif yakni Undang-undang nomor 

11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dikarenakan jurnal-jurnal yang ada 

masih berkiblat seluruhnya kepada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. 

2. Landasan Konseptual 

A. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja  

a. Apa yang dimaksud Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja 

 

 Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah 

kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi 

kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai 

dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Sedangkan Selanjutnya 

Tjepi F. Aloewir, mengemukakan bahwa pengertian hubungan kerja 

adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang timbul 

dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak 

tertentu.12 

 Pengertian hubungan kerja dan Perjanjian kerja tertulis di dalam 

Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dan ayat (9) 

                                                           
12 Pengertian Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja, 

 http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-hubungan-kerja-dan.html . Diakses 
pada 08 Juli 2021 
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yakni Hubungan Kerja adalah hubungan antara perusahaan dengan 

pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan pengertian Perjanjian kerja 

adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi 

kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 

Pada dasarnya, Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal 

mengenai: 

1. Pembuatan Perjanjian Kerja (merupakan titik tolak adanya suatu 

hubungan kerja) 

2. Kewajiban Pekerja (yaitu melakukan pekerjaan, sekaligus 

merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut) 

3. Kewajiban Pengusaha (yaitu membayar upah kepada pekerja, 

sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah) 

4. Berakhirnya Hubungan Kerja 

5. Cara Penyelesaian Perselisihan antara pihak-pihak yang 

bersangkutan 

b. Bagaimana penerapan Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja 
di sebuah perusahaan 

 

 Di Indonesia, banyak cara perusahaan menerapkan hubungan kerja 

antara perusahaan dengan pekerja yang di tuangkan kedalam perjanjian 

kerja. Ada yang bersistem kontrak beberapa bulan, tahun, dan masa 

kontraknya di tentukan berdasarkan kontrak Kerjasama yang tertentu, 

bahkan ada juga yang menjadi karyawan tetap dimana masa selesai 

kerjanya di hitung dari masa umur pension atau Ketika terjadi PHK di 

karenakan ada masalah saat bekerja. Semua itu tergantung pada 

kesepakatan kedua belah pihak Ketika akan memulai Kerjasama hubungan 

kerja dan jalur masuk recruitment perusahaan terhadap pegawai sejak awal 

pencarian tenaga kerja. 

 Penerapan kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan 
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perusahan masing-masing, dimana perusahaan mempunyai hak 

menentukan peraturannya sendiri yang disesuaikan dengan undang-

undang yang berlaku. Dikarenakan hubungan kerja akan melahirkan 

bentuk hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara 

pekerja dengan pengusaha. Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak 

boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja 

Bersama (PKB)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada, demikian 

halnya dengan peraturan perusahaan, substansinya tidak boleh 

bertentangan dengan KKB/PKB. 

 Adapun pengertian dari peraturan perusahaan adalah peraturan 

yang di buat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat 

kerja dan tata tertib perusahaan. Sedangan pengertian dari Perjajian Kerja 

Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara 

serikat pekerja.serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh yang 

tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha 

yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. 

Hal tersebut di jelaskan pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 

tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu 

istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. 

 

B. Gambaran Umum Pekerja Kontrak Waktu Tertentu 

a. Pengertian Pekerja Kontrak Waktu Tertentu 

 

 Pengertian Pekerja Kontrak Waktu Tertentu termuat dalam Bab I 

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 1 Ayat (10) yakni 

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah 

perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja 
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tertentu”. Status pekerja kontrak waktu tertentu di atur lebih lengkap juga 

dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

 

b. Jaminan Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Kontrak 

Waktu Tertentu 

 

 Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang ada di Indonesia di bagi 

menjadi 2 (dua) jenis, yakni Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Warga 

Negara Indonesia dan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Warga Negara 

Asing. Adapun pengertian dari tenga kerja ini termuat dalam bab I 

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yakni “Setiap Orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” serta pengertian 

Pekerja/buruh di bahas pada ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Adapun 

pengertian tenaga kerja asing di jelaskan pada ayat (13) yakni “warga 

negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah 

Indonesia”.  

      Dengan adanya Pekerja/Buruh baik WNI maupun WNA yang ada 

di Indonesia, perusahaan diwajibkan untuk memberikan Hak sesuai 

dengan Kewajiban mereka Ketika melaksanakan kontrak Kerjasama di 

perusahaan. Baik hak seperti gaji, maupun jaminan keselamatan kerja 

yakni berupa BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan selama 

berstatus sebagai karyawan di perusahaan pemerintah maupun swasta. Hal 

tersebut diatur pada undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan yang akan dijelaskan secara rinci dalam 

skripsi ini. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

1. Jaminan Perlindungan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Kontrak 
Waktu Tertentu menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja  

Jaminan sosial menurut Vladimir Rys adalah seluruh rangkaian 

langkah wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi mereka 

dan keluarga mereka dari segala akibat yang muncul karenagangguan 

yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan 

yangmereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.13 

Jaminan sosial merupakan satu bentuk sistem perlindungan sosial. 

Vladimir Rysmenyatakan bahwa Perlindungan sosial lazimnya dipahami 

sebagai intervensi terpadu oleh berbagai pihak untuk melindungi individu, 

keluarga, atau komunitas dari berbagai resiko kehidupan sehari-hari yang 

mungkin terjadi, atau untuk mengatasi berbagai dampak guncangan 

ekonomi, atau untuk memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok 

rentan di masyarakat. Sistem perlindungan sosial yang bersifat formal 

dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk yaitu: (a) bantuan sosial 

(social assistance), (b) tabungan hari tua (provident fund), (c) asuransi 

sosial (social assurance), (d) tanggung jawab pemberi kerja (employer’s 

liability).14 

Pendaftaran tenaga kerja kepada badan penyelenggara jaminan 

sosial adalah wajib bagi pemberi kerja. Dalam hal ini pemberi kerja bisa 

berupa pengusaha ataupun perusahaan. Yang dimaksud pengusaha sesuai 

Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

                                                           
13 Vladimir Rys, Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip  

Dasar (Jakarta: Alvabet,2011), halaman 81. 
14 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya diIndonesia  

(Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987), halaman 51. 
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Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja bab I Pasal 1 ketentuan umum ayat (3) adalah: 

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada 

di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana di maksud dalam 

huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

Selain itu pengertian Perusahaan di jelaskan pada ayat (4) yang 

memiliki penjelasan sebagai berikut: 

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik 

milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan 

Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau Imbalan dalam 

bentuk lain; 

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah 

atau imbahan dalam bentuk lain. 

Didalam perusahaan, pada hubungan kerja terdapat organisasi yang 

menaungi para pekerja untuk membela dan melindungi hak-hak mereka, 

yakni serikat pekerja/serikat buruh yang pengertianya tertuang di ayat (5) 

yakni serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, 

oleh, dan unt\uk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar 

perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 

bertanggunng jawabguna memperjuangkan, membela serta melindungi hal 

dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya. Maka dari itu, pekerja asing atau tenaga 
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kerja asing maupun pekerja/buruh dari Indonesia juga termasuk dalam 

bagian anggota serikat pekerja/buruh tersebut.  

Pekerja wajib melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan 

haknya sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam 

perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini berisi syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak. Adapun jenis dari perjanjian kerja ini yang akan 

penulis bahas dalam skripsi ini adalah perjanjian kerja waktu tertentu. 

Walaupun Perjanjian kerja waktu tertentu sifatnya hanya sementara 

dikarenakan perusahaan mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu 

atau untuk pekerjaan tertentu, para pekerja juga wajib mendapatkan hak 

selama bekerja di perusahaan. Hal tersebut adalah hak untuk mendapatkan 

keselamatan kerja selama bekerja di perusahaan sesuai jangka waktu dan 

syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian Kerjasama antara pekerja dan 

perusahaan. 

Di Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab 

IV tentang Ketenagakerjaan pasal 57 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang 

Perjanjian kerja waktu tertentu yang berbunyi: 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta 

harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin 

(2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam Bahasa 

Indonesia dan Bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan 

penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu 

tertentu yang di buat dalam Bahasa Indonesia. 

Dari penjelasan ayat undang-undang diatas bahwa dalam pembuatan 

perjanjian kerja untuk pekerja kontrak waktu tertentu tidak semena-mena 

tetapi ada aturannya. Dan aturan tersebut selain peraturan dari perusahaan 

tempat bekerja juga peraturan yang di sesuaikan dengan undang-undang yang 

berlaku.  
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        Kembali pada pembahasan terkait penerapan Keselamatan Kerja di 

perusahaan, Keselamatan Kerja di Perusahaan pada suatu kegiatan merupakan 

suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku Kegiatan Guna 

melindungi keamanan Para Pekerja. Keselamatan kerja adalah sarana utama 

untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan 

kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan 

tenaga kerja Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan 

distribusi, baik barang maupun jasa. Keselamatan kerja adalah keselamatan 

yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses 

pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara 

melakukan pekerjaannya. Keselamatan Kerja Adalah Segala upaya untuk 

mengurangi Kemungkinan Terjadinya kecelakaan saat melakukan pekerjaan. 

Keselamatan Kerja adalah Tindakan aktif setiap orang untuk menjaga 

keselamatan dirinya dari hal-hal yang tidak diiginkan. Keselamatan kerja 

adalah system perlindungan diri terhadap segala kemungkinan yang dapat 

menyebabkan kecelakaan. Keselamatan Kerja adalah tindakan preventif 

terhadap kecelakaan yang dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab diri saat 

bekerja.15 

Menurut pendapat para ahli, Keselamatan Kerja dapat diartikan 

sebagai berikut: 

(1) Menurut Bennett N.B. Silalahi dan Rumondang (1991:22 dan 139) 

menyatakan keselamatan merupakan suatu usaha untuk mencegah 

setiap perbuatan atau kondisi tidak 6 selamat yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan sedangkan kesehatan kerja yaitu 

terhindarnya dari penyakit yang mungkin akan timbul setelah 

memulai pekerjaannya. 

                                                           
15 Keselamatan Kerja. https://spn.or.id/keselamatan-kerja/. Diakses pada 04 Juli 2021 
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(2) Pendapat Leon C Meggison yang dikutip oleh Prabu Mangkunegara 

(2000:161) bahwa istilah keselamatan mencakup kedua istilah yaitu 

resiko keseamatan dan resiko kesehatan. Dalam kepegawaian, kedua 

istilah tersebut dibedakan, yaitu Keselamatan kerja menunjukan 

kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau 

kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan merupakan aspek-

aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, 

ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah 

tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Semua 

itu sering dihubungan dengan perlengkapan perusahaan atau 

lingkungan fisik dan mencakup tugas-tugas kerja yang 

membutuhkan pemeliharaan dan latihan. 

(3) Slamet (2012) juga mendefinisikan tentang keselamatan kerja. 

Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari 

bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatan 

kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama 

bekerja, karena tidak yang menginginkan terjadinya kecelakaan di 

dunia ini. Keselamatan kerja sangat bergantung .pada jenis, bentuk, 

dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan. 

Adapun Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut: 

a. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja 

b. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja 

c. Teliti dalam bekerja 

d. Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan 

kesehatan kerja. 

  Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait 

dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pada kinerja perusahaan. 

Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan 

terjadinya kecelakaan kerja seperti pernyataan Jackson (1999) bahwa 
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keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik 

seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan.16 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan adalah 

suatu usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan sehingga manusia dapat 

merasakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau 

kerugian terutama untuk para pekerja konstruksi. Agar kondisi ini tercapai di 

tempat kerja maka diperlukan adanya keselamatan kerja. 

 Tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk menjamin keselamatan 

pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan 

meningkatkan produktifitas nasional. Menjamin keselamatan setiap orang 

lain yang berada ditempat kerja dan agar sumber produksi terpelihara dan 

dipergunakan secara aman dan efisien. Menurut Undang-Undang No. 1 

Tahun 1970 Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari keselamatan kerja adalah 

untuk Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, Mencegah, mengurangi 

dan memadamkan bahaya kebakaran, Mencegah dan mengurangi bahaya-

bahaya peledakan. Selain itu tujuan keselamatan kerja juga diatur dalam 

Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Perlindungan Atas 

Keselamatan Karyawan dijamin pada pasal 108 yaitu untuk Keselamatan dan 

kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan, Pelaksanaan yang sesuai dengan 

harkat dan martabat sebagai manusia serta nilai-nilai agama. 

Adapun tujuan-tujuan yang tertera diatas menjelaskan bahwa 

keselamatan kerja sangat penting untuk pekerja dalam suatu perusahaan, baik 

itu pekerja kontrak waktu tertentu maupun pekerja tetap yang ada di 

perusahaan. Bentuk dari penerapan keselamatan kerja tersebut di Indonesia 

adalah dengan cara mendaftarkan pekerja atau karyawan ke instansi yang 

membidangi hal tersebut yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 

                                                           
16 Pengertian Keselamatan Kerja, 

 https://www.e-jurnal.com/2014/11/pengertian-keselamatan-kerja.html , Diakses pada 08 Juli 
2021  
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berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan yang menjadi 

dasar dalam pendaftaran administrative, tata cara dan mekanisme penerapan, 

hak dan kewajiban pegawai serta perusahaan, serta sanksi yang di dapat 

Ketika melanggar terdapat dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden nomor 

82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam undang-undang dan 

Peraturan Presiden tersebut menjelaskan tentang tenaga kerja/pekerja/buruh 

dengan 2 (dua) jenis tipe, yakni Tenaga kerja asing dan Tenaga Kerja 

Indonesia yang point-pointnya berbeda. Adapun secara general, peraturan 

terbaru yang mencover terkait tenaga kerja/pekerja/buruh tersebut di 

tuangkan dan diperbarui dalam undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang 

Cipta Kerja bab IV tentang Ketenagakerjaan. 

Pengaturan terkait ketentuan lain termasuk yang berkaitan tentang 

pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan oleh Perusahaan di 

atur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab 

IV tentang Ketenagakerjaan pasal 49 yang di jelaskan bahwa “ketentuan 

lebih lanjut mengenai peggunaan tenaga kerja asing diatur dalam 

peraturan pemerintah” serta pada pasal 56 ayat (4) dijelaskan bahwa 

“ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu 

berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatu 

dalam peraturan pemerintah”. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan 

Hubungan Kerja. Pada pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa “Pengusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak 

pekerja/buruh termasuk hak atas program jaminan social”. Adapun hal 

tersebut disambut selaras dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bab V tentang Pendaftaran 

Peserta Dan Pembayaran Iuran bagian kesatu pendaftaran peserta Pasal 14 

yakni ”setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 
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(enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan 

Sosial” dan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan pasal 13 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Pemberi Kerja wajib 

mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan 

kepad BPJS Kesehatan dengan membayar iuran” dan ayat (5) “dalam hal 

Pemberi Kerja belum mendaftarkan dan memmbayar Iuran bagi 

Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung 

jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan Kesehatan sesuai 

dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan”. 

   Jika perusahaan tidak melaksanakan mendaftaran ataupun 

melaksanakan pertanggung jawaban sesuai dengan yang ada di BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan maka sesuai peraturan perusahaan 

tersebut dapat dikenai sanksi administratif yang tertulis di undang-undang. 

Oleh karena itu, pentingnya perusahaan mendaftarkan pekerjanya baik 

tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia di BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan ada aturan resmi yang mengikat terkait 

hal tersebut. adapun tata cara pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan juga di atur kedalam undang-undang dan Peraturan 

Pemerintah. Pada bab III tentang iuran Bagian Kesatu tentang besaran 

iuran pasal 28 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa “iuran bagi peserta PPU dibayar 

oleh pemberi kerja dan pekerja” adapun penghitunganya tertera di Pasal 

31 ayat (1) dan (2) sebagai berikut: 

(1) Iuran bagi Peserta PPU selain Peserta sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji 

atau upah per bulan dengan ketentuan:  

a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan 

b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. 
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(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara 

langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan. 

Terkait upah yang di bayarkan ke BPJS Kesehatan maupun BPJS 

Ketenagakerjaan di jelaskan pada Pasal 33 ayat (3) yakni “Gaji dan Upah 

yang digunakan sebagai dasar penghitungan Iuran bagi Peserta PPU 

selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri 

atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap” . adapun pengaturan 

terkait BPJS Ketenagakerjaan tertuang dalam Undang-undang nomor 24 

tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan nomor 05 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data 

Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun Bab III Tata 

Cara Pembayaran Iuran Pasal 20 yang berbunyi: 

(1) Pemberi kerja wajib membayarkan iuran jaminan pensiun kepada 

BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% (tiga persen) dari upah sebulan 

dengan batas perhitungan upah tertinggi yang akan dievaluasi paling 

singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi 

nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban akutuaria yang terdiri 

dari: 

a. 2% (dua persen) ditanggung Pemberi Kerja; dan 

b. 1% (satu persen) ditanggung pekerja. 

(2) Besarnya iuran, dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-

masing tenaga kerja sesuai dengan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam formular 

pendaftaran. 

(3) Pemberi kerja wajib membayar iuran pertama secara lunas untuk 

bulan iuran saat pekerja mulai menjadi peserta dan iuran bulan 

selanjutnya seperti dinyatakan dalam formular kepesertaan 
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(4) Iuran setiap bulan wajib dibayarkan secara lunas paling lambat 

tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada BPJS 

Ketenagakerjaan bersamaan dengan pembayaran iuran untuk 

seluruh jenis program yang diikuti dengan melampirkan formular 

beserta data pendukungnya 

(5) Dalam hal tidak terdapat perubahan upah dan tenaga kerja, 

pembayaran iuran setiap bulan oleh pemberi kerja kepada bpjs 

ketenagakerjaan ditetapkan sama dengan bulan sebelumnya dengan 

melampirkan formular rekapitulasi rincian pembayaran iuran. 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua pasal 16 dijelaskan bahwa: 

(1) Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi 

Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh 

persen) dari Upah, dengan ketentuan: 

a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja;dan  

b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja. 

(2) Besarnya Iuran program JHT bagi Peserta penerima Upah yang 

bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan 

evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Pada Pasal 17 dijabarkan sebagai berikut: 

(1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran JHT bagi Peserta 

penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain 

penyelenggara negara adalah Upah sebulan. 

(2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta 

yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara 

terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap. 
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(3) Apabila Upah dibayarkan secara harian, Upah sebulan sebagai dasar 

pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua 

puluh lima). 

(4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, Upah 

sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah 

rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir. 

(5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya 

didasarkan pada Upah borongan, Upah sebulan sebagai dasar 

pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) 

bulan terakhir. 

Adapun selain JHT dan JP, dalam BPJS Ketenagakerjaan juga 

terdapat JKK dan JKM dengan besaran pembayaran sebesar JKK (Jaminan 

Kecelanaan Kerja) 0,54% beban perusahaan dan JKM (Jaminan Kematian) 

sebesar 0,3% beban perusahaan. 

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bawa adanya masalah terkait 

kebijakan pada peraturan pembayaran Jaminan Kesehatan dan Jaminan 

Ketenagakerjaan, dimana acuan penghitunganya rata-rata di perusahaan 

adalah upah mereka per bulan dan tunjangan pokok, sedangkan khusus pada 

BPJS Ketenagakerjaan untuk penghitungan JKK dan JKM adalah 

tanggungan perusahaan. Jika hal ini diberlakukan kepada Pekerja Kontrak 

Waktu Tertentu yang bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dan masih di gunakan 

tenaganya sehingga bekerja lanjutan selama 21 (dua puluh satu) hari dan 

maksimal 30 (tiga puluh hari) sesuai pada Pasal 10 Peraturan Presiden 

Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, 

waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja dimana masa 

tersebut Pekerja Kontrak Waktu Tertentu di bayar per hari sesuai pada ayat 

(2) yakni PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

dengan Perjanjian Kerja Harian. Adapun solusi yang mungkin dapat di 

berikan menurut undang-undang yang berlaku saat ini hanya JHT atau 

Jaminan Hari Tua yang dapat mengcover pembayaran pegawai dari gaji 
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harian, itupun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yakni pada 

Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Program jaminan Hari Tua pasal 17 ayat (3) dijelaskan bahwa “Apabila 

Upah dibayarkan secara harian, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran 

Iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).” 

Faktanya di lapangan, banyak perusahaan nakal yang tidak 

melakukan hal tersebut Ketika Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang bekerja 

lebih dari masa kontrak mereka sesuai undang-undang dan masih di perlukan 

tenaga, pengalaman, dan pikiranya untuk pekerjaan tertentu di sebuah 

perusahaan dan justru tidak membayarkan JHT mereka sesuai upah sehari 

yang dikalikan 25 (Dua Puluh Lima) kepada BPJS Ketenagakerjaan.  

Hal-hal yang menarik perhatian adalah Ketika terjadi kecelakaan 

kerja, ataupun kematian Ketika masa transisi 21 (dua puluh satu) hari 

hingga maksimal 30 (tiga puluh) hari sebagai Perjanjian Kerja Harian 

setelah masa kerja 5 (lima) tahun Pekerja Kontrak Waktu Tertentu tersebut 

bagaimana perusahaan dapat bertanggung jawab penuh kepada keluarga 

pekerja. Betul memang dalam perusahaan tertentu, pembayaran santunan 

kematian ataupun kecelakaan kerja di atur, yakni seperti perusahaan 

konstruksi dan perusahaan berbasis pembayaran Borongan. Akan tetapi 

bagaimana dengan perusahaan yang tidak ada aturan jelas terkait 

pemberian dana santunan tersebut dikarenakan kekaburan hukum yang ada 

pada pengaturan yang terdapat di Undang-undang nomor 11 tahun 2011 

tentang Cipta Kerja. Adapun undang-undang tersebut hanya menjelaskan 

secara umum dan garis besar terkait kewajiban perusahaan untuk 

mendaftarkan pekerja dan kewajiban membayar iuran yang di maksud, 

tetapi hal-hal berkaitan dengan pembahasan pekerja kontrak waktu tertentu 

yang bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dan masih diperlukan tenaga, 

pikiran, serta pengalamannya selama 21 (dua puluh satu) hari dan 

maksimal 3 (tiga bulan) berturut-turut belum ada di dalam peraturan 

Jaminan Sosial yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Aturan-
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aturan berkaitan dengan peraturan BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan masih berkiblat pada peraturan yang lama yakni undang-

undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, padahal di dalam 

undang-undang tersebut beberapa pasal sudah di rubah dan tidak lagi sama. 

Bisa di ingat bahwa ketentuan terkait jangka waktu kontrak saja 

sudah berubah dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. Pada pasal 59 tepatnya, ketentuan di undang-undang nomor 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa jangka waktu 

PKWT hanya selama 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan kontrak Kembali 

maksimal 1 (satu) kali kontrak dan 2 (dua) tahun. Jika PKWT tersebut 

dirasa masih diperlukan perusahaan, sebelum melanjutkan kontrak 

maksimal 2 (dua) tahun pembaharuan tersebut, perusahaan wajib 

memberlakukan masa jeda selama 30 (tiga puluh) hari dan PKWT tidak 

dapat bekerja alias harus rehat. Hal tersebut di rubah dalam undang-undang 

nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bab IV tentang Ketenagakerjaan, 

bahwasanya masa kerja perusahaan sekarang adalah maksimal 5 (lima) 

tahun dengan ketentuan jika PKWT masih diperlukan Ketika masa tersebut 

habis, maka PKWT dapat dilakukan perpanjangan selama 21 (dua puluh 

satu) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan dengan jabatan Perjanjian Kerja 

Harian, dimana upah mereka di bayarkan secara harian sesuai kebijakan 

perusahaan. Adapun keselamatan kerja yang menjadi pertanyaan bukanlah 

Jaminan Hari Tua mereka, tetapi Jaminan Kematian dan Jaminan 

Kecelakaan kerja yang menjadi tanggung jawab beban perusahaan, bahwa 

tidak seluruh perusahaan di Indonesia dapat melaksanakan hal tersebut. 

oleh karena itu Ketika mereka melaksanakan perjanjian kerja dengan 

pegawai habis masa kontrak 5 (lima) tahun, kebanyakan perusahaan tidak 

menyokong pembayaran JKK dan JKM pekerja dan mengambil alternatif 

lain yakni membayar biaya kompensasi Ketika terjadi kecelakaan kerja 

saja ataupun kematian selama masa Perjanjian Kerja Harian tersebut. 
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Tidak adanya jaminan lengkap atas hak pegawai sebagai pekerja 

perusahaan yang membantu pemasukan dan progress perusahaan, sering 

membuat pekerja was-was. Dikarenakan gaji yang mungkin di 

perhitungkan dengan membayar sendiri beban BPJS Kesehatan mereka 

selama masa jeda tersebut, atau BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari 

Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, 

Jaminan Hari Tua yang tidak dapat mereka rasakan manfaat 

pembayarannya selama masa jeda tersebut. 

2. Bentuk perlindungan keselamatan kerja yang mampu memberikan 
perlindungan hukum terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu 
 
2.1 Landasan Hukum Perlindungan Keselamatan Kerja di Indonesia 

 
Di Indonesia, jaminan sosial merupakan amanat konstitusi. Dalam 

Pasal 28H ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat”, kemudian dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan 

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Pasal 

28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 

Tahun 1945 inilah yang secara material menjadi alasan konstitusional di 

bidang jaminan sosial, yang menegaskan bahwa jaminan sosial (social 

security) merupakan “hak” (right). Amanat konstitusi tersebut kemudian 

dilaksanakan dengan membentuk Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).  

Penyelenggaraan SJSN di Indonesia dengan demikian berlandaskan 

kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara serta 

merupakan wujud tanggung jawab negara dalam pembangunan 

perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, UU 

SJSN yang diundangkan tanggal 19 Oktober 2004 adalah sebagai 
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pelaksanaan amanat konstitusi tentang hak konstitusional setiap warga 

negara atas jaminan sosial dengan penyelenggaraan program-program 

jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruhwarga negara Indonesia.17 

 

2.2 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Contoh Penerapan Jaminan 
Kecelakaan Kerja di salah satu perusahaan di Indonesia 

Macam-macam dari Jaminan Sosial ini dijelaskan dalam Undang-

undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial, dimana jaminan sosial yakni berupa BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Adapun yang akan penulis fokuskan pada materi skripsi 

ini adalah berkaitan dengan Keselamatan Kecelakaan Kerja yang biasa 

disebut JKK dalam penerapannya kepada Pekerja Kontrak waktu Tertentu 

di sebuah perusahaan. 

 Menurut PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, jaminan kecelakaan 

kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan 

kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja 

atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi 

tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat 

bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat 

hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan 

oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis 

usaha sebagaimana tercantum pada iuran.18 

Filosofi penyelenggaraan program JKK adalah bahwa melalui 

program JKK, penerima manfaat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

                                                           
17 Tinjauan Jaminan Sosial,  

https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2016/A.131.16.0005/A.131.16.0005-05-BAB-II-
20200228022523.pdf , diakses pada 08 juli 2021 

18 Jaminan Kecelakaan Kerja, https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-
sosial/BPJS/jaminan-kecelakaan-kerja , diakses pada 08 Juli 2021 
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dasar hidup yang layak apabila pekerja mengalami cacat atau meninggal 

dunia karena kecelakaan kerja dan/atau mengidap penyakit akibat kerja. 

Penyakit akibat kerja yang dimaksud disini adalah penyakit yang 

disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.19 

Pada pembahasan bentuk perlindungan keselamatan kerja yang 

mampu memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Kontrak 

Waktu Tertentu, dalam skripsi ini penulis memberikan contoh umum 

salah satu perusahaan yang tidak membayarkan JKK ataupun JKM di 

lapangan kepada pekerja yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dan 

masih di perlukan tenaga, pengalaman dan fikirannya oleh perusahaan 

sehingga dipekerjakan Kembali selama 21 (dua puluh satu) hari masa jeda 

hingga maksimal 3 (tiga) bulan adalah PT. Angkasa Pura I (Persero) 

Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.                  

Di PT. Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pengembangan Bandara 

Syamsudinoor Banjarmasin, pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan di bayarkan berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap 

per bulan untuk komulatif pembayaran Pekerja Kontrak Waktu Tertentu. 

Gaji dan tunjanjangan tetap tersebut di bagi menjadi 3 jenis, yakni dengan 

kualifikasi SLTA, D3, dan S1. Adapun besaran gaji di atur dalam 

peraturan perusahaan. untuk gaji SLTA dan D3 yang besaran gajinya di 

bawah 4 (empat) juta rupiah diberikan pelayanan BPJS Kesehatan Kelas 

II dan untuk gaji S1 diberikan gaji 4 (empat) juta dan diberikan pelayanan 

BPJS Kesehatan Kelas I. Adapun kepada karyawan yang habis masa 

kontrak 5 (lima) tahun dan masih bekerja di perusahaan karena hal-hal 

tertentu yang saling di sepakati kedua belah pihak maka untuk 

pembayaran BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat 

di bayarkan lewat system. Ketentuan ini berlaku dikarenakan perusahaan 

melakukan pembayaran secara billing online lewat website Badan 

                                                           
19 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor1 Tahun 2016 tentang  

Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan 
Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, Pasal 1 angka 7. 



39 
 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yakni https://edabu.bpjs-

kesehatan.go.id/Edabu/Home/Login?AspxAutoDetectCookieSupport=1  

dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni 

https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/ . Dalam aplikasi, pelaporan secara 

teknis gaji pegawai berdasarkan oleh gaji per bulan, sedangkan jika 

pegawai tersebut menjadi Pekerja Kerja Harian, gaji per hari tdk dapat di 

akumulasikan menjadi gaji per bulan dikarenakan gaji per hari dihitung 

berdasarkan kedatangan pegawai tersebut dan di bayarkan setiap 

seminggu sekali atau per hari. Hal tersebutlah yang menjadi kendala 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemenuhan jaminan 

keselamataan kerja, dikarenakan pembayaran yang menggunakan system 

dalam kesatuan yakni BPJS Ketenagakerjaan perusahaan tidak di 

bayarkan terpisah berdasarkan jenis premi, akan tetapi di bayar per 

kesatuan yakni BPJS Ketenagakerjaan by system di 

https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/ .  

Perusahaan PT. Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pengembangan 

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang bergerak di bidang 

pembangunan bandara dengan jelas menyatakan bahwa mereka 

merupakan owner dari proses pembangunan konstruksi oleh kontraktor, 

dimana mereka tetap mengawasi ke lapangan dan melakukan kontroling 

berkala terhadap proses pembangunan. Jelas itu merupakan zona kerja 

dengan resiko tinggi dan berbahaya, banyak hal yang dapat terjadi di 

lapangan seperti kecelakaan kerja. Adapun kecelakaan kerja di jelaskan 

pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 

Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan dan 

Penetapan Jaminan Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Paragraf 1 JKK 

Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut: 
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1. Kecelakaan kerja harus memenuhi unsur adanya ruda paksa 

yang dibuktikan dengan adanya cidera/jejas atau luka pada tubuh 

manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian. 

2. Kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di Tempat 

Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan bidang keselamatan dan Kesehatan 

kerja; 

b. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari 

rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya melalui jalan 

yang biasa dilalui atau wajar dilalui; 

c. Kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau 

perjalanan dinas atas perintah dan/atau untuk kepentingan 

perusahaan dan/atau Pemberi Kerja atau ada kaitannya 

dengan pekerja; 

d. Kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu 

istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting dan/atau 

mendesak atas seizin atau sepengetahuan Pemberi Kerja; 

e. PAK;atau 

f. Meninggal dunia mendadak akibat kerja. 

3. kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sejak 

Pekerja keluar dari rumah. 

4. Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, 

dan huruf d pembuktiannya harus dilengkapi dengan surat keterangan 

dari kepolisian atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kejadian 

kecelaan. 

5. Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 

pembuktiannya harus disertai dengan adanya surat perintah/tugas. 

6. Meninggal dunia mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf f harus memenuhi persyaratan: 
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a. Pada saat bekerja di tempat kerja seorang pekerja tiba-tiba 

meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya; atau 

b. Pada saat bekerja di tempat kerja seorang pekerja mendapat 

serangan penyakit kemudian dibawa ke fasilitas Kesehatan 

dan meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua 

puluh empat) jam dari saat terjadinya serangan penyakit. 

7. Kondisi lain yang termasuk dalam kriteria kecelakaan kerja meliputi: 

a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja 

lembur, yang dibuktikan dengan surat perintah lembur, 

b. Kecelakaan yang terjadi pada wakt melaksanakan aktivitas 

lain yang berkaitan dengan kepentingan pemberi kerja, yang 

dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan; 

c. Kecelakaan yang terjadi pada waktu peserta sedang 

menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari 

pemberi kerja, dengan cakupan pelindunganya meliputi 

perjalanan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan 

tersebut; 

d. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang 

dari base camp atau anjungan yang berada di tempat kerja 

menuju ke tempat tinggal pekerja untuk menjalani istirahat, 

yang dibuktikan dengan keterangan perusahaan dan jadwal 

kerja;atau 

e. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang 

melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar bagi pekerja yang 

setiap akhir pekan Kembali ke rumah tempat tinggal yang 

sebenarnya. 

Manfaat program JKK menjadi semakin baik karena adanya 

perubahan peningkatan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 
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Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan Jaminan Kematian. antara lain ; 

No. MANFAAT KETERANGAN 

1 Pelayanan kesehatan 

(perawatan dan pengobatan), 

Penanganan, termasuk 

komorbiditas dan komplikasi 

yang berhubungan dengan 

kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja antara lain: 

Pelayanan kesehatan diberikan 

tanpa batasan plafon sepanjang 

sesuai kebutuhan medis (medical 

need). Pelayanan kesehatan 

diberikan melalui fasilitas 

kesehatan yang telah 

bekerjasama dengan BPJS 

Ketenagakerjaan (trauma center 

BPJS Ketenagakerjaan). 

 1. Pemeriksaan dasar dan 

penunjang; 

2. Perawatan tingkat 

pertama dan lanjutan; 

3. Rawat inap dengan kelas 

ruang perawatan yang 

setara dengan kelas I 

rumah sakit pemerintah; 

4. Perawatan intensif (HCU, 

ICCU, ICU); 

5. Penunjang diagnostic; 

6. Pengobatan dengan obat 

generik (diutamakan) 

dan/atau obat bermerk 

(paten) pelayanan khusus; 

7. Alat kesehatan dan 

implant; 

8. Jasa dokter/medis; 

Penggantian biaya 

(reimbursement) atas 

perawatan dan pengobatan, 

hanya berlaku untuk daerah 

remote area atau didaerah yang 

tidak ada trauma center BPJS. 

Ketenagakerjaan. Penggantian 

biaya diberikan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

Penunjang diagnostik PAK 

(Penyakit Akibat Kerja) 

Pemeriksaan diagnostik untuk 

penyelesaian Penyakit Akibat 

Kerja guna memastikan proses 

penyembuhan kasus yang sudah 

terbukti penyakit akibat kerja 

dilakukan hingga tuntas 
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9. Operasi; 

10. Transfusi darah 

(pelayanan darah); dan 

11. Rehabilitasi medik. 

Pelayanan Home Care, Manfaat 

diberikan maksimal 1 tahun 

dengan plafon biaya maksimal 

Rp20.000.000,-. Keterangan: 

1. Perawatan di rumah bagi 

peserta yang tidak 

memungkinkan 

melanjutkan pengobatan 

ke rumah sakit. 

Dilaksanakan bekerjasama 

dengan PLKK (Pusat Layanan 

Kecelakaan Kerja) 

 2. Santunan berbentuk uang, 

antara lain: 

a) Penggantian biaya 

pengangkutan peserta yang 

mengalami kecelakaan 

kerja/penyakit akibat kerja, ke 

rumah sakit dan/atau 

kerumahnya, termasuk biaya 

pertolongan pertama pada 

kecelakaan; 

 Biaya transportasi ke 

rumah sakit dan/atau ke 

rumahnya 

 Pertolongan pertama 

pada kecelakaan 

 Biaya transportasi untuk 

rujukan ke rumah sakit 

lain. 

 Biaya transportasi 

peserta yang mengikuti 

program RTW (Return 

To Work) menuju dan 
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 Angkutan 

darat/sungai/danau 

diganti maksimal 

Rp5.000.000,-- (lima juta 

rupiah). 

 Angkutan laut diganti 

maksimal Rp2.000.000 

(dua juta rupiah). 

 Angkutan udara diganti 

maksimal Rp10.000.000 

(sepuluhh juta rupiah). 

12. Jika menggunakan lebih 

dari 1 angkutan maka 

berhak atas biaya paling 

banyak dari masing-

masing angkutan yang 

digunakan. 

pulang dari fasilitas 

pelayanan kesehatan dan 

balai latihan kerja. 

Perhitungan biaya 

transportasi untuk kasus 

kecelakaan kerja yang 

menggunakan lebih dari satu 

jenis transportasi berhak atas 

biaya maksimal dari masing-

masing angkutan yang 

digunakan dan diganti sesuai 

bukti/kuitansi dengan 

penjumlahan batasan maksimal 

dari semua jenis transportasi 

yang digunakan 

  b) Sementara Tidak Mampu 

Bekerja (STMB), dengan 

perincian penggantian, sebagai 

berikut: 

 12(dua belas) bulan 

pertama sebesar 100% 

dari upah 

 12(dua belas) bulan 

kedua bulan kedua 

sebesar 100% dari upah 

 Dibayarkan kepada 

pemberi kerja (sebagai 

pengganti upah yang 

diberikan kepada 

tenaga kerja) selama 

peserta tidak mampu 

bekerja sampai peserta 

dinyatakan sembuh atau 

cacat sebagian anatomis 

atau cacat sebagian 

fungsi atau cacat total 

tetap atau meninggal 
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12(dua belas) bulan ketiga dan 

seterusnya sebesar 50% dari 

upah 

dunia berdasarkan surat 

keterangan dokter yang 

merawat dan/atau dokter 

penasehat. 

  c) Santunan Kecacatan  

 Cacat Sebagian Anatomis 

sebesar = % sesuai tabel 

x 80 x upah sebulan. 

 Cacat Sebagian Fungsi = 

% berkurangnya fungsi x 

% sesuai tabel x 80 x 

upah sebulan. 

 Cacat Total Tetap = 70% 

x 80 x upah sebulan. 

Santunan berkala diberikan 

apabila peserta cacat total tetap 

atau meninggal dunia akibat 

kecelakaan kerja atau PAK 

sebesar Rp12.000.000,- 

 Jenis dan besar 

persentase kecacatan 

dinyatakan oleh dokter 

yang merawat atau 

dokter penasehat yang 

ditunjuk oleh 

Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, 

setelah peserta selesai 

menjalani perawatan dan 

pengobatan. 

 Tabel kecacatan diatur 

dalam Lampiran III 

Peraturan Pemerintah 

No. 44 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian. 

  d) Santunan kematian dan 

biaya pemakaman 

 Santunan Kematian 

sebesar 60% x 80 x upah 
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sebulan, minimal sebesar 

Rp20.000.000,-  

 Biaya Pemakaman 

sebesar Rp10.000.000,- 

Santunan berkala diberikan 

apabila peserta cacat total tetap 

atau meninggal dunia akibat 

kecelakaan kerja atau PAK 

sebesar Rp12.000.000,- 

3. Program Kembali Bekerja 

(Return to Work) berupa 

pendampingan kepada peserta 

yang mengalami kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja 

yang berpotensi mengalami 

kecacatan, mulai dari peserta 

masuk perawatan di rumah sakit 

sampai peserta tersebut dapat 

kembali bekerja. 

 

4. Kegiatan Promotif dan 

Preventif untuk mendukung 

terwujudnya keselamatan dan 

kesehatan kerja sehingga dapat 

menurunkan angka kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja. 

 

5. Rehabilitasi berupa alat bantu 

(orthese) dan/atau alat ganti 

(prothese) bagi Peserta yang 

anggota badannya hilang atau 

tidak berfungsi akibat 
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Kecelakaan Kerja untuk setiap 

kasus dengan patokan harga yang 

ditetapkan oleh Pusat 

Rehabilitasi Rumah Sakit Umum 

Pemerintah ditambah 40% 

(empat puluh persen) dari harga 

tersebut serta biaya rehabilitasi 

medik. 

6. Santunan Beasiswa  

 Diberikan bagi peserta 

yang mengalami cacat 

total tetap atau meninggal 

dunia akibat kecelakaan 

kerja. 

 Diberikan untuk 2 (dua) 

orang anak peserta 

 Diberikan berkala setiap 

tahun sesuai dengan 

tingkat pendidikan anak 

peserta 

Besaran manfaat beasiswa 

JKK sesuai dengan tingkat 

pendidikan:  

a. TK sampai SD/sederajat 

sebesar 

Rp1.500.000/orang/tahun, 

maksimal selama 8 tahun 
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b. SMP/sederajat sebesar 

Rp2.000.000/orang/tahun, 

maksimal selama 3 tahun 

c. SMA/sederajat sebesar 

Rp3.000.000/orang/tahun, 

maksimal 3 tahun 

Pendidikan tinggi maksimal S1 

atau pelatihan sebesar 

Rp12.000.000/orang/tahun, 

maksimal 5 tahun 

7. 

Penggantian Kacamata 

Diberikan apabila peserta 

mengalami penurunan visus 

akibat kecelakaan kerja atau 

PAK maksimal sebesar 

Rp1.000.000,- 

 

8. 

Penggantian Alat Bantu 

Dengar Diberikan apabila 

peserta mengalami penurunan 

pendengaran akibat kecelakaan 

kerja atau PAK maksimal 

sebesar Rp2.500.000,- 

 

9. 

Penggantian Penggantian Gigi 

Tiruan Maksimal sebesar 

Rp5.000.000,- 

 

 

NOTES 

Hak Peserta dan/atau Pemberi 

Kerja selain penyelenggara 

negara untuk menuntut 

manfaat JKK menjadi gugur 

apabila telah lewat waktu 5 

 Hak Peserta dan/atau 

Pemberi Kerja selain 

penyelenggara negara 

untuk menuntut 

manfaat JKK menjadi 
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tahun sejak Kecelakaan Kerja 

terjadi. 

gugur apabila telah 

lewat waktu 5 tahun 

sejak PAK didiagnosis20 

Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja ini sepenuhnya 

dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan 

kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran sebagai berikut: 

a. Kelompok I (tingkat resiko sangat rendah) = Premi sebesar 0,24% x 

upah kerja sebulan 

b. Kelompok II (tingkat resiko rendah)        = Premi sebesar 0,54% x 

upah kerja sebulan 

c. Kelompok III (tingkat resiko sedang)        = Premi sebesar 0,89% x 

upah kerja sebulan 

d. Kelompok IV (tingkat resiko tinggi)         = Premi sebesar 1,27% x 

upah kerja sebulan 

e. Kelompok V (tingkat resiko sangat tinggi) = Premi sebesar 1,74% x 

upah kerja sebulan. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, apabila 

terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form BPJS 

Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada 

BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak 

terjadinya kecelakaan: 

1. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh 

dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan 

                                                           
20 Jaminan Kecelakaan Kerja, 

 https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/BPJS/jaminan-kecelakaan-kerja , 
Diakses pada 08 Juli 2021 
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kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan 

tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan 

sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan 

menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan 

kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris. 

2. Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan 

permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti: 

a. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan 

b. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form 

BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c 

c. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi 

pengangkutan 

Dari penjelasan di atas terkait dengan JKK, dapat disimpulkan 

bahwa alasan rakyat atau pekerja harus menjadi peserta program jaminan 

sosial bidang ketenagakerjaan sepatutnya hal ini sudah sesuai dengan 

falsafah jaminan sosial itu sendiri, yakni melepaskan seseorang dari 

ketergantungan terhadap pihak lain jika mengalami berbagai risiko dalam 

hidupnya. Misalnya, kalau sakit, ia bisa berobat tanpa perlu membebani 

sanak saudara. Saat memasuki usia pensiun, ia tidak perlu bergantung pada 

anak dan/atau saudara untuk menopang biaya hidup. Konkretnya, program 

jaminan sosial bidang ketenagakerjaan merupakan upaya menjadikan 

seseorang tetap bisa hidup mandiri,dalam situasi apapun. 

2.3 Bentuk Keselamatan Kerja yang seharusnya di terapkan pada 
Pekerja Kontrak Waktu Tertentu  

Adapun dari beberapa sumber yang telah penulis jelaskan pada 

rincian di atas, dapat dipetik pemahaman bahwasanya belum ada peraturan 

yang jelas dan masih terjadi kekaburan hukum terkait pengaturan kebijakan 

Keselamatan Kerja terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang telah 

bekerja di perusahaan lebih dari 5 (lima) tahun dan masih diperlukan tenaga, 

fikiran dan pengalamannya sehingga dipekerjakan kembali dengan kontrak 
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sebagai Perjanjian Kerja Harian oleh perusahaan dengan masa kerja 21 (dua 

puluh satu) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan yang tercukupi hak nya. Dalam 

hal ini kebijakan terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang 

masih menggunakan system pembayaran dengan gaji per bulan, tidak dapat 

membantu penyelesaian masalah yang terjadi Ketika Pekerja Kontrak 

Waktu Tertentu tersebut bekerja dalam masa jeda dengan Perjanjian Kerja 

Harian yang dasar penggajiannya adalah per hari kedatangan kerja. 

Komponen yang diberlakukan dalam proses pembayaran BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenagakerjaan pun dirasa masih kolot, hal ini berkaitan dengan 

harusnya pembayaran dilakukan secara system komulatif, dimana JKK, 

JHT, JP, JKM di hitung menjadi satu kesatuan rupiah yang di bayarkan 

Bersama dan tidak sendiri-sendiri. 

Solusi yang mungkin dapat dipetik dari peraturan-peraturan yang 

mengatur perihal hal tersebut adalah dengan tetap diberlakukkannya 

kewajiban perusahaan untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan 

jenis Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM 

pada Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang bekerja dengan Perjanjian Kerja 

Harian terutama untuk zona perusahaan dengan pekerjaan kecelakaan 

tingkat tinggi seperti proyek pembangunan, proyek pembongkaran, dan 

proyek-proyek lainnya. Hal tersebut disebabkan karena kewajiban JKM dan 

JKK merupakan tanggung jawab dari perusahaan. mengingat jasa-jasa dan 

pengabdian Pekerja Kontrak Tertentu tersebut yang sudah bekerja lebih dari 

5 (lima) tahun dalam perusahaan, dengan pelaporan yang berbeda kepada 

pihak BPJS Ketenagakerjaan. Adapun BPJS Ketenagakerjaan yang 

menerima pengajuan tersebut memberikan Form pendaftaran dengan kasus 

tertentu, dan memproses pembayaran Pekerja Kontrak Waktu Tertentu 

dengan Perjanjian Kerja Harian tersebut prosedur pembayaran khusus untuk 

JKK dan JKM mereka saja. Sehingga Ketika proses tersebut dapat di terima, 

Pekerja Kontrak Waktu Tertentu akan tetap bisa claim hak mereka selama 

bekerja di perusahaan jika terjadi Kecelakaan Kerja selama masa kerja 

mereka 21 (dua puluh satu) hari hingga maksimal 3 (tiga) bulan sesuai 
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Peraturan Menteri nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan 

hubungan kerja untuk Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang sepakat 

menjadi Perjanjian Kerja Harian, serta perusahaan yang memperkerjakan 

mereka tidak lepas tangan terhadap tanggung jawab menjaga karyawannya, 

terlepas mereka aman atau bahaya selama bekerja di perusahaan mereka, 

jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sudah tidak perlu di 

khawatirkan lagi dan kedua belah pihak sama-sama dapat merasa aman. 

Adapun hal tersebut seharusnya lebih di perhatikan oleh perusahaan. 

hak-hak pekerja yang bersifat vital seperti keselamatan saat melaksanakan 

pekerjaan mereka di kantor, lokasi kerja atau Ketika mereka berangkat dan 

pulang bekerja seharusnya tetap menjadi faktor utama konsentrasi 

perusahaan dalam menghandleI karyawannya. Mengingat proses peralihan 

mereka yang sebelumnya adalah Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dan 

menjadi Pekerja Harian Lepas karena masa kerja yang di atur dalam 

Undang-undang dan Peraturan Presiden yang baru dan tidak membuat hak-

hak mereka berkurang. Hall tersebut dikarenakan kewajiban mereka pada 

faktanya di lapangan masih sama, tetapi gaji dan hak mereka faktanya 

berkurang. Banyak dari pekerja tersebut “terpaksa” untuk dapat menyetujui 

Perjanjian Kerja Harian tersebut, dikarenakan banyak dari mereka yang 

membutuhkan uang, tetapi pekerjaan tdk memungkinkan di depan mata, 

sehingga mau tidak mau mereka bergabung kembali ke perusahaan dengan 

konsekwensi yang akan mereka dapatkan yakni perubahan status kontrak 

sementara tersebut dan hak-hak mereka yang mungkin juga berubah 

disbanding sebelumnya. Adapaun hal tersebut yang banyak terjadi di 

lapangan dapat membuat perusahaan tersadar sebelum kejadian, yakni 

menjaga asset mereka yaitu karyawan yang telah mengabdi hingga 5 tahun 

dan mungkin berlanjut lebih untuk lebih di hargai sebagai manusia, dengan 

memberikan hak keselamatan kerja pada mereka sama seperti sebelumnya. 

Baik manfaat yang di terima mereka maupun besaran nominal yang di 

terima oleh tagihan pembayaran di system BPJS Ketenagakerjaan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan kajian, analisis, serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya terhadap permasalahan yang penulis teliti pada skripsi ini, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Masih adanya kekaburan hukum terhadap Pekerja Kontrak Waktu 

Tertentu yang dipekerjakan kembali oleh perusahaan di Indonesia pada 

masa jeda tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari hingga maksimal 3 

(tiga) bulan sesuai ketentuan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja dengan tidak diberikannya jaminan keselamatan kerja 

selama masa tenggang tersebut. Dalam hal ini Pekerja Kontrak Waktu 

Tertentu yang bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dan masih di pergunakan 

tenaga, pengalaman, dan fikirannya sehingga dipekerjakan kembali 

dengan status Perjanjian Kerja Harian dikarenakan perusahaan tidak 

mampu atau tidak dapat megangkat Pekerja Kontrak Waktu Tertentu 

tersebut sebagai Pegawai Organik atau Pekerja Kontrak dengan Waktu 

Tidak Tertentu dengan dalih masa kerja tambahan selama 21 (dua puluh 

satu) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan, fakta seharusnya mereka tetap 

memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial dalam 

betuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang di bayarkan dari 

beban gaji mereka dan beban perusahaan terlepas gaji mereka dibayarkan 

dengan penghitungan perbulan maupun per hari sesuai Perjanjian Kerja 

Harian selama masa kerja tersebut. 

2. Adapun proses penghitungan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dengan Perjanjian 

Kerja Harian yang terhalang dikarenakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan presiden serta Peraturan Menteri yang 

menjelaskan bahwa proses tersebut di bayarkan dari upah per bulan, maka 

perusahaan di harapkan dapat tetap memenuhi kebutuhan hak jaminan 
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pekerja tersebut dengan tetap membayarkan inti pokok beban perusahaan 

pada Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau 

JKM agar kedua belah pihak dapat tetap terpenuhi hak dan kewajibannya 

serta tidak ada kekhawatiran kekaburan hukum dikarenakan mekanisme 

di lapangan. Hal tersebutlah yang memberikan celah untuk oknum 

perusahaan-perusahaan dapat berbuat curang dengan tidak membayarkan 

JKM dan JKK pekerja dengan Perjanjian Kerja Harian dengan dalil bahwa 

pembayaran gaji diberikan setiap hari bukan akumulasi upah per bulan. 

3. Adanya kekaburan hukum atas kebijakan pembayaran JKK dan JKM 

pekerja diharapkan dapat di atasi dengan adaptasi peraturan Perundang-

undangan dan Peraturan Presiden yang mengatur tentang BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan sudah adanya Undang-undang 

baru yang berlaku dan mengatur perihal Pekerja yakni Undang-undang 

nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebutlah yang harus 

segera di tindak lanjuti mengingat Lex Posterior Derogat Legi Priori 

yakni penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru 

mengesampingkan hukum yang lama. 

4. Perlunya di adakan Perjanjian Kerja Harian secara tertulis agar adanya 

jaminan perlindungan hukum terhadap karyawan yang melaksanakan 

kesepakatan untuk tetap bekerja selama masa tenggang 21 (dua puluh 

satu) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan agar jika nantinya pekerja tersebut 

di pekerjakan lebih dari masa tenggang dapat mengajukan klaim wajib 

diangkat menjadi Pekerja Kontrak Waktu Tidak Tertentu sesuai Undang-

undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Tentang 

Ketenagakerjaan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, jika kebijakan tersebut dapat di 

terapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pekerja Kontrak Waktu 

Tertentu dengan masa bakti terhadap perusahaan yang lebih dari 5 (lima) 

tahun masa kerja mereka tetapi tidak dapat di angkat statusnya menjadi 

Pegawai Organik atau Pekerja Kontrak Waktu Tidak Tertentu tetap aman 

bekerja selama mereka melakukan Perjanjian Kerja Harian dengan Upah 
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yang diberikan perusahaan dihitung per hari kerja. Mereka tetap 

mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan 

Kecelakaan Kerja terutama untuk perusahaan dengan zona kerja berbahaya 

seperti proyek pembangunan, proyek pengembangan, dan proyek-proyek 

lainnya.  

Dari sini dapat dilihat bahwa permasalahan kekaburan hukum yang 

ada di Indonesia pada masa tenggang 21 (dua puluh satu) hari sampai 3 

(tiga) bulan tersebut dapat teratasi tanpa merugikan salah satu pihak. Serta 

terciptanya situasi aman untuk keduabelah pihak merupakan point penting 

untuk membuat hubungan kerja antara Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dan 

perusahaan bisa harmonis dan menciptakan pekerjaan yang baik dan 

menguntungkan kedua belah pihak. 

B. Saran 

1. Kepada pembuat undang-undang sepatutnya pengaturan perihal 

mekanisme penghitungan pembayaran Jaminan Sosial Pekerja Kontrak 

Waktu Tertentu yakni BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan 

dapat di sesuaikan dengan peraturan baru yakni Undang-undang nomor 

11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja bab IV tentang Ketenagakerjaan dan 

Peraturan Menteri nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja dikarenakan Undang-undang, Peraturan Menteri dan 

Peraturan Presiden yang mengatur BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan masih jauh di bawah tahun 2020 dan 2021 sehingga 

banyak klausal dalam pasal yang perlu penyesuaian ulang. 

2. Kepada pekerja maupun perusahaan, untuk dapat dengan cepat 

beradaptasi dengan peraturan baru. Adapun hal ini bermanfaat Ketika 

terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang dapat terjadi kapan saja. Agar 

kedua belah pihak dapat bekerjasama dengan baik dan tepat, maka perlu 

di sesuaikannya kebijakan perusahaan dengan undang-undang atau 

peraturan yang berlaku saat ini.  
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3. Selain itu pentingnya kontrak Kerjasama secara is adalah untuk membuat 

para pemberi kerja dan pekerja itu sendiri untuk dapat membentengi diri 

mereka dari hukum yang malpraktek serta agar merasakan jaminan 

keselamatan kerja yang tidak setengah-setengah. Dimana perusahaan 

melaksanakan kewajibannya dan pekerja mendapatkan hak nya selama 

masa kerja di masa tenggang 21 (dua puluh satu) hari sampai 3 (tiga) 

bulan tersebut. 
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ABSTRAK  

Mujahan. NPM. 17.81.0252. 2021. TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 37 DALAM BAB TENTANG PEMBAGIAN 
HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam 
Kalimantan. Pembimbing I: Dr. Nurul Listiyani,SH, MH. Pembimbing II: Munajah, SH, MH.  

Kata kunci: Harta bersama,perceraian,pembentukan perundang-undangan  

Dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian dan belum diputus dalalam 
persidangan ini diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan 
bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya 

masing-masing” dalam pasal 37 nomor 1 tahun 1974 tersebut ialah menurut hukum adat, hukum 

agama, dan hukum lainlainnya maka ini menjadi polemik jika seseorang yang berwarganegara 
Indonesia (WNI), mempunyai suku atau adat , dan Bergama islam atau beragama lain dalam 
melakuakan pembagian harta setelah terjadi peceraian dan belum diputus oleh pengadlian maka 
ada 3 (tiga) hukum yang dapat mengatur pebuatan hukum tersebut yaitu hukum nasional, hukum 
islam, dan hukum adat. Hal ini menjadi bentuk kekaburan hukum (vague of norm) dalam 
penggunaan hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan pembagian 
harta bersama seteleh terjadinya perceraian karena pengaturan harta benda perkawinan dan 
pembagian harta bersama setelah peceraian menurut hukum agama, hukum adat, hukum 
nasional, dan hukum lain-lainnya memiliki pengaturan yang berbeda. Sehingga isi pasal 37 
Undang-Undang perkawinan tidak memberikan kepastian hukum terkait pengertian pengaturan 
pembagian harta bersama menurut hukumnya masing-masing.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan 
menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder sebagai seperangkat 
peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur 
kehidupan masyarakat, teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah bahan hukum sekunder yang bersifat kualitatif, dan selanjutnya analisis bahan hukum 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif karena penelitian ini 
tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan 
statistik.  

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwasanya pengaturan pembagian harta bersama 
setelah perceraian memang tidak memiliki ketegasa dalam pembagian tetapi hal tersebut bisa di 
tegaskan apabila ada perjanjian dalam  perikatan perkawinan dan perjanjian perkawinan bisa 
dilakukan sebelum, saat, sesudah perkawinan.  

  
 

 

 

 



ABSTRACT 

Mujahan. NPM. 17.81.0252. 2021. TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 37 DALAM BAB TENTANG   
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN. Skripsi. Fakultas Hukum 
Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I: Dr. Nurul Listiyani,SH, MH. Pembimbing II: 
Munajah, SH, MH.  

Keywords: joint property, divorce, establishment of legislation 

in marriage after the divorce and has not been decided in this trial is regulated in Article 
37 of Law Number 1 of 1974 which states that "if the marriage is dissolved due to divorce, the 
joint property is regulated according to their respective laws" in article 37 number 1 of 1974. 
According to customary law, religious law, and other laws, this becomes a polemic if someone 
who is an Indonesian citizen (WNI), has an ethnicity or custom, and is a Muslim or other religion 
in the distribution of assets after a divorce has occurred and has not been decided by a court then 
there is 3 (three) laws that can regulate legal action, namely national law, Islamic law, and 
customary law.  

This is a form of legal 
ambiguity (vague of norm) in the use of which law will be used in resolving the problem of the 
distribution of joint property after the divorce due to the arrangement of marital property and the 
distribution of joint property after divorce according to religious law, customary law, national 
law, and national law. Others have different settings. So that the contents of Article 37 of the 
Marriage Law do not provide legal certainty regarding the meaning of the arrangement for the 
distribution of joint property according to their respective laws. 

In this study, the author uses a normative juridical approach, by analyzing secondary data 
in the form of secondary legal materials as a set of positive rules or norms in the legal system 
that regulates people's lives. secondary law that is qualitative in nature, and further analysis of 
the legal material used in this research is a normative qualitative method because this research 
does not use concepts that are measured/expressed with numbers or statistical formulas.  

 From this study, it was found that the arrangement for the distribution of joint property 
after divorce does not have firmness in the distribution but it can be emphasized if there is an 
agreement in the marriage agreement and the marriage agreement can be made before, during, 
after marriage. 
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Abstrak 
Diaz Rahadiyan Rizkirobbi. NPM. 17.81.0258. 2022. Kajian terhadap 
Kewajiban Perusahaan Pertambangan dalam Reklamasi Lahan Tambang menurut 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I 
Dr. Nurul Listiyani S.H., M.H.  Pembimbing II Dr. Iwan Riswandi S.H., M.H 
  
 
Kata kunci: reklamasi, kewajiban perusahaan pertambangan, hukum     

  
 

Berangkat dari maraknya isu-isu lingkungan atas kegiatan pertambangan 
terutama dalam rangka reklamasi dan kegiatan pascatambang terjadinya perubahan-
perubahan aturan yang mengaturnya.  

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu apakah ada 
pelemahan pengaturan kewajiban reklamasi perusahaan tambang dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan 
pengaturan tanggung jawab Badan Usaha dalam yang tidak melakukan reklamasi 
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara.   

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder.  

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa seharusnya lebih diperketat aturan 
tentang reklamasi tersebut sehingga tidak merugikan lingkungan, masyarakat dan 
negara. 
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ABSTRAK 

Elvi Hidayanti. NPM. 18.81.0119. 2022. Analisis Yuridis Keberadaan Badan Bank 
Tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Skripsi. 
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, 
S,H., M.H. Pembimbing II Dr. H. Adwin Tista, S,H., M.H., M.Kn., M.AB., M.IP. 
Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Badan Bank Tanah 

Pada tahun 2020 hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja. Dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terlahir badan baru yaitu Badan Bank 
Tanah yaitu lembaga khusus yang mengelola tanah. Sedangkan sebelumnya sudah ada 
Badan Pertanahan Nasional yang bertugas dibidang pertanahan. Dengan adanya dua 
lembaga yang mengatur hal yang sama maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang 
tindih wewenang. Setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, pada bulan April 
2021 pemerintah mengeluarkan aturan turunan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan 
Bank Tanah. Namun pada November 2021 ternyata Mahkamah Konstitusi 
mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Akan tetapi walaupun telah 
dikeluarkannya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, Presiden tetap 
mengeluarkan aturan turunan baru mengenai Badan Bank Tanah yaitu Peraturan 
Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank 
Tanah, hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui indikasi kewenangan yang 
sama antara Badan Bank Tanah dan Badan Pertanahan Nasional serta bagaimana 
keberadaan Badan Bank Tanah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau biasa disebut dengan 
penelitian perpustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-
Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofi.  

Indikasi kewenangan yang sama antara Badan Bank Tanah dan Badan 
Pertanahan Nasional adalah Pengadaan Tanah dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah, 
untuk Badan Bank Tanah sendiri mendapatkan Hak Pengelolaan sehingga terlihat 
perbedaan wilayah tugas diantara kedua lembaga tersebut. Namun dengan tetap 
dikeluarkannya Putusan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tersebut merupakan sebuah 
pelanggaran dan keberadaan Badan Bank Tanah tersebut bisa menjadi batal demi 
hukum. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
Elvi Hidayanti. NPM. 18.81.0119. 2022. JURIDIC ANALYSIS OF THE EXISTENCE 
OF LAND BANK ENTITIES IN LAW NUMBER 11 OF 2020 ABOUT WORK 
CREATION. Faculty of Law University Islam Kalimantan. Advisor I Dr. Nurul 
Listiyani, S,H., M.H. Advisor II Dr. H. Adwin Tista, S,H., M.H., M.Kn., M.AB., M.IP. 
Keyword : The law about work creation, Land Bank 

In 2020, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was introduced. 
From this Job Creation Act, a new agency was born, namely the Land Bank Agency, 
which is a special institution that manages land. Whereas previously there was a 
National Land Agency in charge of land affairs. With the existence of two institutions 
that regulate the same thing, it is feared that there will be overlapping powers. After 
the issuance of the Job Creation Act, in April 2021 the government issued a derivative 
rule Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency. However, in November 
2021 it turned out that the Constitutional Court issued Decision Number 91/PUU-
XVIII/2020. However, despite the issuance of Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, 
the president still issues presidential decrees, namely presidential regulation number 
113 of 2021 concerning The Structure and Administration of The Land Bank. This is 
contrary to the previous decision of the constitutional court. 

The purpose of this study is to determine the indications of equal authority 
between the Land Bank Agency and the National Land Agency and how the existence 
of the Land Bank Agency after the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-
XVIII/2020 

This research uses normative research or commonly referred to as library 
research. This research approach uses a law approach, a conceptual approach and a 
philosophical approach. 

Indications of the same authority between the Land Bank Agency and the 
National Land Agency are Land Procurement and Land Utilization Control, for the 
Land Bank Agency itself to obtain Management Rights so that the difference in the task 
area between the two institutions is visible. However, with the issuance of Presidential 
Decree Number 113 of 2021, it is a violation and the existence of the Land Bank Agency 
can be null and void by law. 
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ABSTRAK 

Muhammad Dicky Prayoga. NPM. 19810301. 2023. Pengaturan Sanksi Pidana 
Mati Ditinjau Dari Pasal 9 Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I 
Dr. Nurul Listiyani, SH., MH. Pembimbing II Hanafi, S.H., M.H. 

Kata kunci: Pengaturan Sanksi Pidana Mati, Undang Undang No 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia 

Melihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia sebenarnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1  yang mana 
menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan taraf kehidupannya.”, maka jika mengacu pada ketentuan tersebut, 

seharusnya untuk hukuman mati dapat dikesampingkan, karena pada ketentuan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan 
bahwa setiap orang berhak untuk hidup. 

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Ratio Legis Pengaturan 
sanksi pidana mati di Indonesia dan Pengaturan sanksi pidana mati di Indonesia 
ditinjau dalam prespektif Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif, 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka 
atau data sekunder yang ada kaitannya dengan Pengaturan Sanksi Pidana Mati. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil terkait ratio legis Pengaturan Sanksi Pidana Mati 
yang mana pencantuman hak hidup dalam Pasal 28A dan 28I UU 1945, tidaklah 
diperuntukkan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian 
tidaklah tepat jika ketentuan Pasal 28A dan 28I UUD 1945 digunakan untuk 
menguji pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, seperti Narkotika 
dan Psikotropika, Terorisme, Korupsi, Pencucian Uang, Perdagangan Orang, 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat, dan Meski pelaksanaan pidana mati 
terdapat perdebatan antara yang setuju maupun kontra terhadap pidana mati, 
bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, pada kenyataan 
secara yuridis formal pidana mati memang dibenarkan, yang mana berdasar pada 
ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa Pidana yang bersifat khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c namun pelaksanaan pidana mati jika 
dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia maka tentu tidak dapat dikatakan memiliki 
nilai-nilai hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan merdeka. 
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ABSTRAK 

GUSTI ERWIN SAGITA, NPM. 19.81.0122, 2023, Analisis Upaya Penanganan Tindak 
Pidana Illegal Logging ”UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan(KPH) Pulau Laut Sebuku Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam 
Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H.,M.H, Pembimbing II Dr. Akhmd Munawar, 
SH.,MH. 

Kata Kunci : Analisis Upaya Penanganan  Illegal Logging. 

Dalam upaya untuk menangani tindak pidana perusakan hutan, jajaran aparat penegak 
hukum UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku yang lingkup tugasnya 
bertanggung jawab terhadap perusakan hutan. 

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana upaya yang 
dilakukan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku dalam menangani tindak 
pidana Illegal Logging? 2) Apa saja hambatan yang dihadapi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH) Pulau Laut Sebuku dalam menangani tindak pidana Illegal Logging? 

Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris, yang sifatnya kualitatif deskriftif. 
Subjek penelitian ini adalah UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku, 
Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang 
kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: 1) Upaya yang dilakukan oleh UPT 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Selatan dalam  ada tiga yaitu : Preemtif, Preventif, dan Refresif. 2) Kegiatan  yang dilaksanakan 
oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku sudah sesuai dengan Undang 
Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penceg ahan Pemberantan dan Perusakan Hutan (P3H) 
namun masih terkendala yang mengakibatkan Illegal Logging masih kerap terjadi setiap 
tahunnya, adapun kendala yang dihadapi ialaha sebagai berikut : a) Jumlah personil yang 
tergolong minim dari jumlah personil Polisi Kehutanan  6 orang dan Tenaga Kontrak 
Pengamanan Hutan 5 orang , jumlah ini tentu tidak berbanding lurus dengan  total luasan ± 
92.161 hektar sehinggaharus memiliki personil yang banyak untuk menjangkau semua kawasan 
hutan yang ada. b) Tidak adanya tenaga ahli dibidang penyelidikan sehingga setiap kasus yang 
terjadi dilimpahkan ke pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. 
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ABSTRAK 

Predi Suganda. NPM. 19.81.0648. 2023. Analisis Keurgensian Pembentukan Produk 
Hukum Daerah Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Laut. 
Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul 
Listiyani, S.H., M.H., Pembimbing II Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H. 

Kata Kunci: Analisis, Produk Hukum Daerah, Kebakaran Hutan dan Lahan, 
Kabupaten Tanah Laut. 

Berangkat dari maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi 
pada musim kering di Indonesia, salah satunya ialah berada di wilayah Kabupaten 
Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap tahunya Kabupaten Tanah Laut selalu 
mengalami kebakaran hutan dan lahan, tidak hanya lahan kering tetapi lahan gambut 
pun mengalami hal yang sama sehingga perlu ditanggulangi secara efektif. Maka untuk 
menghadapi kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 
memerlukan Produk Hukum Daerah mengenai perlindungan hutan dan lahan untuk 
mengendalikan masyarakat agar tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan. 

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana 
kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam 
menetapkan kebijakan tentang pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan 
lahan serta bagaimana bentuk materi muatan yang harus diatur dalam Produk Hukum 
Daerah tentang kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yuridis normatif. 
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan 
konseptual, dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Analisis yang digunakan menggunakan metode analisis yang bersifat 
kualitatif. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan adanya rancangan Produk 
Hukum Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pengendalian dan Pencegahan 
Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung 
oleh semua pihak dalam rangka perkembangan ekosistem, social, ekonomi, dan politik 
Kabupaten Tanah Laut. Karena secara filosofis, pembentukan rancangan Produk 
Hukum Daerah ini bertujuan demi mencapai tujuan kepastian hukum, keadilan dan 
kemanfaatan hukum sehingga aturan ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
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